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asal Bermasalah RKUHP Bertambah

ICIR menemukan saat ini ada 73 pasal bermasalah dalam dral RRUHP versi 4 Juli 2022, bertambah
dari sebelumnya sekitar 20 pasal. DPR dan pemerintah diharapkan membahas lagi pasal itu.

JAKARTA, KOMPAS = Elemen ma-
syarakal sipil terus menemukan
sejumlah masalah di draf Ran

cangan Kitab Undang-undang
Hukum Piduna atau RKUHP
versi terakhir, 4 Juli 2022, Ca-
tatan lersebut terus bertambah,
dari semula di angka 20-an
menjadi sekitar 73 pasal. Peme-
rintuh dun DPR diminta mem-
perhatikan hal tersehut dan ti

dak terburu-buru mengesahkan
RKUHP mengingal pentingnya
undang-undang itu yang men-
jadi landasan pemidanaan se-
tiap warga negara,

Maidina Rahmawati, peneliti
Indonesia Criminal Justice Re-
form (ICJR), mengungkapkan,
pihaknya menemukan ada 73
pasal hermasalah, baik dari segi
rumusan,  kesalahan  teknis,
maupun ada beberapa catatan
substansi, Pihaknya sudah me
nyerahkan catatan pasal-pasal
bermusalah tersebut kepada pe-
merintah, Diharapkan, catatan
tersebut nantinya bisa dibahas
dalam rapat dengar pendapat
umunt (RDPU).

"Nanti DIM (daftar isia
salah) dari me
membahas bersama dengan pe-
merintah,” ujarnya

Adapun daftar-daftar pasal
tersebut terdapat di Buku 1
yang terschar di empat hab dan
Buku 11 di 12 bab. Adapun pa-
sul-pasal itu, antara luin, meng-
atur tentang [iving Jaw, asas
legali us universalitas, asas
nasionalitas aktif, batas usia
aduan anak, aduan lembaga ne-
gara. strict Hability, pertang-

presiden, makar, penghinaan
terhadap golongan penduduk-
an, penghinaan terhadap pe-
merintah vang sah, penghasut-
an untuk melakukan tindak pi-
dana dan melawan penguasa
umum, penyebaran kebencian,
membuat gaduh di dekat ba-
ngunan untuk  menjalankan
ibadah, penghinaan terhadap
orang yang menjalankan ihadah
atau  memimpin - penyeleng-
garaan  ibadah, menodai ba-
ngunan tempat beribadah, dan
pornografl.

Maidina  mengungkapkan,
saat ini bola  pembahasan
RKUHP udda di DPR. L ber-
harap DPR dapat mengakomo-
dasi masukan dari masyarakat
sipil, terutame akis pu-
Tuhan pasal yang bermasalah,

Sebelumnya Dewan Ters te-
lal bergerilya menemui frak-
si-fraksi di DPR, seperti Fraksi
PDI Perjuangan ataupun Fruksi
Partai Gerindra, Dewan Pers
juga  memberikan  sejumlah
catatan  atas  pasal-pasal i
RKULIP vang dinilai bisa ber-
polensi menguncam demokrasi
dan kehebasan pers (Kompas,
9/8/2022).

Ketua  Tim  Komunikasi
REKUHP Albert Aries mengakui
bahwa hingga Senin (8/8), pi-
haknya sudah menerima tiga
kali revisi usulan atau masukan
dart ICTH dan LelP (Lembuga
Advokasi dan Kajian untuk In-
dependens] Peradilan). Masuk-
anitu diserahkan pada 4.Juli, 30
Juli, dan 7 Agustus 2022,

"Artinyu, usulan dan masuk-

gungjawaban pidana disabilitas,
pedoman pemidanaan, judicial
pardon, pidana mati, komutasi
pidana senmur hidup, gugurmya
kewenangan penuntulan, dan
daluwarsa penuntutan. Pasal
pasal ini terdapat di dalam Bu-
ku | RKUHE
Sementara itu, pada Buku 11
yang mengatur tindak pidana,
sejumlah ketentuan yang
dinilai pertu dilakukan pencer-
malan. Di antaranya, tindak pi-
dana terhadap ke N Neg-
1a dan martabat presiden,/wakil

anteman-t ICJR patut di
asumsikan belum benar-benar
final dan fived, baik dari sisi
urutan maupun substansinya
karena mungkin masih ada su-
sulan masukan lain,” ujarnya,
Meski demikian, pihaknya
Lelup akun berupaya menerima,
membahas, dan mempertim-
bangkannya bersama tim ah-
lisosialisasi Kementerian Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia,
Hal ity dilakukan untuk me-
menuhi partisipasi bermakna,
khususnya hak untuk didengar

dan hak untuk dipertimbang-
kan. "Terlepas bagaimana kepu-
tusan hersama dari pemerintah
dan DPR nanti,” kata Albert,

Namun, ia mengungkapkan
Tahwa DM RKUHP sudah se-
lesal dibahas pada 2019,

Sehelum itu, Wakil Menteri
Hukum dan HAM Eddy 0S8
Hiariej dalam tulisannva di ha-
rian Kompas (28/7/2022) me-
nuturkan, pada masa bakti DPR
2014-2019, RKUHP telah tuntas
dibahas dan melibatkan partisi-
pasi publik. Daftar inventarisasi
masalah yang berjumlab lehih
dari 6000 disusun berdasarkan
matsukun masyarakat sipil. Pada
19 September 2019, Presiden
Joko Widodo menarik draf
RKUHP yang telah’ mendapat
persetujuan  tingkat pertama
karena ada beberapa pasal kon-
troversi, Pemerintah dan DPR
kemudian  menginventarisasi
berbugai isu yang menimbulkan
perdehatan di publik. Hasiliya,
ada 14 isu vang perlu dibahas
kembali. Selama 2020 hingga
2022, sembari melakukan so-
stalisasi bersama Komisi [11
DFR, pemerintah melakukan
perbaikan  terhadap  draf
RKUHP tihun 2019,

Partisipasi bermakna

Pengajar hukum tata negara
Fakultas ukum Universi
lumn Indones lan FG War-
dhana, mengingatkan agar pe-
merintah dan DPR memastikan
adanya partisipasi bermakna,
seperti diingatkan Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya.
Ada tign prasvarat terjadinya
partisipasi bermakna, vaitu hak
untuk didengarkan, hak untuk
dipertimbangkan, dan hak un-
(uk mendapatkan  penjelasan
atau jawaban atas pendapat
yang diberikan,

Karena itu, katanya, peme-
rintah dan PR perlu memberi
penjelasan kepada semua pihak
atas pendapat yang sudah dide-
ngarkan dan dipertimbangkan,
mengapa diakomodasi alaupun
tidak.

Dalam konteks RKUHP saat

Jalan Panjang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

2018

22 Juni 2021

2 Agqustus 2022

9 Agustus 2022

IO Lplag

s epaket pemban s aRKUGR,
1 mpafikaR Kepads pemeniitat dan
g 010 2024 [

Sejumlah Pasal Bermasalah
Menurut Indonesia Criminal
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ini, ketika musih ada banyak
keberatan dari berbagai clemen
masyarakal, Allan menyaran-
kan agar pemerintah dan DPR
membuka kembali proses pem-
bahasan dengan mengedepan-
yarat sehuah par-
tisipast menjadipartisipasi vang
bermakna. DPR perlu memub-
likasikan naskah akademik, draf
RKUHP, dan DIM serta per-
kembangan terharu pembahas-
an. Setelah itu, pemerintah dan
DPR perlu membuka diskusi
dan pembahasan dengan ber-
bagai elemen, yang bisa dila-
kukan daring maupun luring,
Allan sepakat apabila pem-
bahasan RKUHP dimulal dari
awal. Selain karena pembahas.
an draf RKUIP dilakukan oleh
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anggola DPR yang  berbeda,
RUL ini sudah dibahas sejak
lama sehingsa besar kemung-
kinan ada berbagai perubahan

giitah
asal 240, Pasal 261)

wng A iy » Pawal, unjuk 1353, demonstas!
tanpd pemberitahiian

3
m semban

i tathadap O1aND

kar Hadjar, berharap RKUHP
Juga herfungsi sehagai alat kon-
trol, baik kepada warga negara
maupun petugas negara, dalam

terkait perkembangan hukum
pidana yang sangat dinamis.
"Kalau prosesnya ugal-ugalan
dan nirpartisipasi, kita khawatir
RKUHP banjir gugatan formil
ke MK, seperti undang-undang
sebelumnya.” kata Allan.

la herharap DPR dan peme-
rintah tidak terburu-buru me-
ngesuhkan RKUHP' mengingat
pentingnya RUU tersehut se-

pidana nasiomal.

Perlu keseimbangan

Pengajar - Hukum ;i
Universitas Trisaksi, Abdul Fic-

KUHP ke depan diharupkan da-
pat memberi kescimbangan, ti-
dak hanya masyarakat kecil
yang bisa dipidana, tetapi juga
petugas negara }Ixmg melakukan

khuster
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n Pers bergeria menem
fraks: fraks! ci DPR untuk
memberikan sejumlah catatan
atas pasal-pasal di REUKP yang

+Indor dustice
Reform (IC4R) menemukan ada
13 ah, bask dar

segi umusan,
teknis, maupun adarya

menjalankan

vang tak memiliki izin men-
dirikan bangunan (IME). i sa-
tu sisi, ada legalitas bagl petugas
melakukan penertiban, tetapi di
sisi lain ada hak masyarakat
untuk memperoleh pemukim-
an. Sehaiknya, jika tak her-IMB,
perdebatan tersebut dilakukan
di pengadilan mengingat sebe-
narya yang bersangkutan su-

P (i
na ini kan belum ada.
Penyelewengan petugas negara
dipandang seolah-olah sebagai
kesalahan admi Pada-
hal, seharusnya bisa dipidana
Ini harus discimbangkan,” ujar
Fickar Hadjar.

la mencontohkan  petugas
keamanan kota yang mener-
tibkan/membongkar bangunan

bukti kepemi-
likan tanah yang sah,

“Kalau kepemilikan jelas, itu
legal. Harus dihargai. Kalaw ada
hangunan di atas tanah tersebut
meskipun tanpa IMB, pemda
tidak hisa membongkar begitu
saja, Harug ada akses masva-
rakat mempertahankan hal itu.
KUHP harus memasilitasi hal
ini,” Katanya. (AN
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